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ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negard yang sangat penting bagi penyelengaraan
pemerintahan  dan pelaksanaan pembangunan  nasional. Schingga Pemerintah menempatkan
kewajiban perpajakan sebagai salah salu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana
dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna lercapainya tujuan negara. Agar
pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat” maka perlu sualu upaya pemaksaan
yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui
Undang- Undang, schagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayal (2) UUD 1945 yang telah
diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-Ill Undang-Undang Dasar 1943, yang
berbunyi * Pajak dan pungutan lain yang bersifal memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang”,

Telah terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan dari Official Asscsment ke Self
Assesment maka pada pelaksanaan pemungulan pajak. Sistem ini juga membutuhkan penegakan
hukum (law enforcement) ying 1egas. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dalam
bentuk pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepanuhan wajib pajak, don apabila diketahui bahwa
wajib pajak masih kurang dalam membayar pajaknya, Dircktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan
Sural Ketetapan Pajak.

Adakalanya dalam penerbitan Surai Ketetapan Pajak sebagai utang-piutang Wajib
Pajak kepada negara terjadi perhedaan penndapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perbedaan
antara Wajib Pajak dan Fiskus terjadi karena tidak dapat titik temu dalam persepsi penafsiran
peraturan perundang-undangan penghitungan serla penerapan peraturan perundong-undangan secara
jelas, Perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Fiskus imlah yang dapat menyebabkan
terjadinya sengketa pajak. Senghketa pajak perlu diselesaikan perlu diselesaikan secara adil dengan
prosedur dan proses yang cepal. murah, sederhana, serta memberi kepastian hukum.

Disinilah  eksistensi Peninjavan Kembali ke Mahkamah Apung sehagai proses kelanjutan
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dari Pengadilan Pajak sangat diperfukan agar keadilan dalam hal membayar pajak dapai
ditegakkan. Berkembangnya rasa tidak percaya masyvarakat pada saal ini terhadap penegakan
hukum sengketa pajak serta masih  adanya dualisme dalam kedudukan Mahkamah Agung,
mendorong Penulis untuk melakukan penelitian sampai sejauh mana upava hukum Wajib Pajak
dalam mencapai rasa keadilan dan untuk mengetahni eksistensi kedudukan Mahkamah Agung
sebagai langkah setelah Pengadilan Pajak apakah telah sesuai dengan konstitusi dasar UUD1945,

ABSTRACT

Tax constitutes a very important source of income for the state for the administration of the
government and for the implementation of national development. Therefore, the Government
positions taxation obligation as one of the materializations of state obligation which constitutes a
megns in the financing of the State in the Nattonal Development for the achievement of stale
goals. The importance and strategic participating role of taxation sector in the administration af
government can be observed from the State Revenwe and Expendinwre Budger (Anggaran
Pendaputan dan Belanja Negara [APBN]) and the Drafi APBN of every vear presenied by the
government, which is, the increase of percentage of tax contribution from wear to year, In order
that tax collection does not violate the sense of justice of the society, then, it is necessary fo have a
legal coercive effort. Legality in this matter is fo underlay tax collection on a Law. Withowt a law,
rax collection will not bind the society and will be illegitimate, Since tax collection is carried out
for the interest of the people, then, tax collection must firsily be approved by iis people, as
stated in Article 23 paragraph (2) of the (945

Comstitution which has been amended in Article 234 of the :TmI Amendment to the 1945
Constitution, which reads as follows "Tax and other coercive levies for the needs of the state will
be stipndated by faw”, There has been a major change in the taxation svstem, from fficial
Aszessment system fo Selfl Assessment system, comseguently  in the  implementation of  tax
collection  sometimes  there  are difference of opinions between the Taxpayer and the Fiskus
[Tax Offictals]. The difference between Tuxpaver and Fiskus tokes place because there is not any
common  perspective in the perception for the imerpretation of stanory regulations with
regiard to the calenlotion as well as the fmplementation  of stettory resafictions i o clear
manner. This difference of opmion between Taxpayer and Fiskus could cause the occurrence af
fax dispure, Tax dispute needs to be settled fairly in a prompl, cconomical, simple procedure amd
process as well as providing fegal certainty. A1 this point, the existence of Tux Court is greatly
needed in order that justice in tax pavment can be enforced,

The current developing sense of disorust of the society towards the law enforcement of fax
dispute af fax courd o well ax the comtimuing presence of dwalism with regard to the position

af Tax Court enconrage the Writer to carry out a research to discover to what extent the legal effors
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of Taxpayer in striving to achieve his sense of fustice and in arder to discover the evistenee af the
positien af Tax Court, whether it s already in conformity to the 1945 Constitution,

L PENDAHULUAN

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan  mempunyai kewajiban untuk menjaga
kepentingan rakyatnya sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “Melindungi SEEENED
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan wmum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan
sosial™.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerfukan dang yang tidak sedikit, kebutuhan
dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diberapkan dapat memperkuat sckior
keuangan negara dalam hal ini adalah sekior pajak. Pajak mempunyai peranan, selain melakukan
kebijakan yang bersifat regular seperti reformasi dibidang administrasi, peraturan  perundang-
undangan dan pengawasan sera bersifa penggalian potensi seperti peningkatan efesiensi pemeriksaan
dan penagihan pajak

Sistem permungutan pajak Self Assesmenr mml:rm kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan
tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem ini juga membutuhkan pencgakan
hukum (faw enforcement) yang tegas. Salah satu bentuk pencgakan hukum tersebut adalah dalam
bentuk pemeriksaan vaitu untuk menguii tingkat kepatuhan wajib pajak, dan apubila diketahui bahwa
wajib pajak masih kurang dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak. Hal inj akan menimbulkan kewajiban kepada Wajib Pajak uniuk membayar
pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo vang ditetapkan. Apabila sampai dengan jatuh tempo wajih
pajak tidak membayar kewajibannya tersebut akan menimbulkan utang pajak yang harus dilakukan
proes penagihan oleh aparat pajak.

Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan dan memberikan rasa kepastian hukum
bagi masyarakat, maka perlu suam upidya pemaksaan vang bersifat legal, Legalitas dalam hal in
tertuju pada pungutan pajak melalui Undang-Undang. Tanpa Undang-Undang pemungutan pajak
tidak mengikat masvarakat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan rakyat
maka pemungutan tersebut haruslah disetujui oleh rakyvamya sehagaimana vang dicamtumkan dalam
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke 11
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Pajak dan punguian lon yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyar
kepada pemerintah vang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk, Sehingga pajak akan
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menjadi penting bila utang pajak tersebut tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan
menggunakan suratl paksa dan sita maupun penyvanderaan kepada Wajib Pajak.

Perubahan besar imi terjadi ketika Pemerintah mengundangkan tiga pakel undang-undang
dibidang perpajakan, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 schagaimana yang terakhir diubah
dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan:
Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36
tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,

Dalam pelaksaannya pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara wajib
pajak dengan pihak fiskus. Tenjadi karena tidak adanya titik temu dalam persepsi penafsiran peraturan
perundang-undangan perhitungan serta penerapan peraturan perundang-undangan secara jelas.

Perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pihak fiskus inilah yang dapat menyebabkan
terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak berdasarkan pasal | angka 5 Undang-undang Nomor 14
tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengertian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam
bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang schagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat disjukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak
berdasarkan peraturan perpajakan  yang berlaku. Sengketa pajak terjadi akibat adanya suran ketetapan
pajak vang diterbitkan,

Sengketa pajak perlu diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum dengan
prosedur dan proses yang cepat, murah , sederhana. Unsur yang menentukan bahwa suatu perselisihan
termasuk wewenang peradilan administrasi pajak adalah sifat perselisihan dan pihak berselisihnya.
Disini yang menjadi pihak adalah pemerintah khusus dalam kualitasnya sebagai pihak fiskus dan
pihak lain adalah rakyat schagai wajib pajak.

Pihak fiskus sebagai pihak yang bersengketa sckaligus menjadi pihak yang mengambil
keputusan dalam perselisihan pajak vang bersangkutan. Hal ini akan mengakibatkan adanya suatu
dispute yang dapat terjadi dikarenakan dalam penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan
berdasarkan nota penghitungan.

Mota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 hari keja setelah laporan penclitian,
pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemerniksaan bukti permulaan,

kKeberatan merupakan suate proses sengketa antara wajib pajak dan pihak fiskus karena
adanya penetapan melalui proses pemeriksaan, dan pihak wajib pajak merasakan keberatan atas
ketetapan itu. Keberatan disjukan ke Kantor Wilavah melalui Kantor Pelayanan Pajak Direktor
Jenderal Pajak, sedangkan hasil keberatannya adalah Keputusan Keberatan, Apabila wajib pajak tidak
puas dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

Banding ke Pengadilan Pajak berbeda dengan upaya hukum banding vang ada pada sistem
peradilan pada umumnya. Banding hanya memeriksa dan memuiuskan sengketa pajak atas keputusan
keberatan., Dari uraian proses administrasi pajak dan banding, pengadilan pajak sifatnya final dan
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mengikat. Upaya hukum lain yang bisa diajukan apabila terjadi ketidakpuasan pihak-pihak yang
bersengketa melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka timbullah berita vang berkembang dimasyarakat yang
mengakibatkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan
Mahkamah Agung. Untek itulah yang mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak dalam sengketa pajak.

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi dan pembatasan masalah diatas dapat kami
rumuskan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut - apakah upaya hukum vang
dilakukan wajib pajak atas ketetapan pajak sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
yang berlaku sekarang ? Bagaimana kedudukan Mahkamah Agung scbagai institusi pengadilan
dalam sengketa pajak di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan
vang berlaku sekarang 7

IL. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Definisi Operasional

Dalam operasional serta rangka penulisan ini, arah penulisan ini akan dimulai dar
pembahasan tentang asas keadilan dan kepastian hukum yang selalu didasarkan pada undang-undang,
Lxalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai hak dari kedua pihak vaitu otoritas
pajak dan wajib pajak.

Rachmat Soemitro memberikan pengertian operasional terhadap pengadilan pajak adalah
suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam
hal sengketa pajak baik kepada wajib pajak maupun kepada pemungut pajak sesuai dengan keteniuan
undang-undang atau hukum positif. Proses ini merupakan rangkaian perbuatan vang harus dilakukan
oleh Wajib Pajak ataw pemungut pajak di hadapen suatu instansi yang berwenang mengambil
keputusan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Penelitian ini menggunakan Teori keadilan dari Adam Smith (The Forwr Commons Maxims
Taxation) dan Teori Kedaulatan Hukum Krabbe. Teori demokrasi deliberative  menyetakan
penyusuian sunty hdum atau peraturan yang demokratis menjomin senma kepentingan masyarakat,
bila dalam proses penyusunannya memberi skses dan membuka komunikasi dengan semua
masyarakat, Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan materi
perundang-undangan perpajakan khususnya vang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak.
Pajak meskipun dijadikan sumber penerimaan utama negara tetapi dalam pemungutannya tidak boleh
sewenang-wenang dan mengorbankan kepentingan yang lain.

Pengenaan sanksi administrasi yang tinggi dalam upaya hukum seperti keberatan dan banding
pada dasarnya dimaksudkan agar lembaga keberatan dan banding tidak dijadikan alasan penundaan
pembayaran pajak tetapi disisi lain bagi wajib pajak, sanksi tersebu dianggap schagai suam ancaman
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dan hambatan dalam proses pencarian keadilan dan kepastian hukumnya. Teori ini dapat dijadikan
sehagai pertimbangan untuk membuat suatu ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak
yang tetap menyeimbangkan kepentingan wajib pajak dengan kepentingan pihak fiskus. Memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipsasi dalam penyusunan peraturan merupakan
salah satu ciri dari teori ini schingga tercipta suatu peraturan yang sesiuai dengan aspirasi rakyat,

Susty hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik adalah adil juga memberikan
kepastian hukum, Adam Smith dalam bukunya “Wealth of Nations”, mengemukakan empat azas
pemungutan pajak yang lazim disebul “The Four Commons Maxims Taxation”. Lebih lanjut
disebutkan, agar peraturan pajak harus memenuhi syaral terhadap © Asas Kesamaan fequality), asas
keadilan (equity), asas kepastian hukum (certaingy), asas tepat waktu {comvenient of paymens) dan asas
kemampun untuk membayar (econemic af collection), syarat yang mengharuskan biaya pemungulan
pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk.

Berdasarkan keempat asas tersebut suatu kebijakan perpajakan dikatakan adil dan kepastian
hukumnya jelas apabila terdapat kescimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan pihak
fiskus. Asas-asas pemungutan pajak diatas menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang
perpajakan agar undang-undang terscbut. dijadikan sebagai ukuran untuk menguji apakah suatu
undang-undang perpajakan telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukumnya atan tidak,
sedangkan kriterianya terletak sejauhmana pemungutan pajak tersebut di perkenalkan dalam undang-
undang yang bersangkutan.

Penerapan sanksi administrasi berupa denda kenaikan yang tinggi dalam pengajuan keberatan
dan banding pajak tentunya tidak scjalan dengan leori ini, upaya peningkatan kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran .pajak dapat ditemmpuh melalui penciptaan suatu kepatuhan
dan ketzatan wajib pajak. Ketaatan akan datang dengan sendirinya jika hukum sesuai dengan adanya
keadilan dan kepastian hukumnya.

Pengertian Utang

Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian
utang clalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dan adanya perjanjian utang-
piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu
perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian
umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak
berbuat scsuatu.

Mamun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-Undang
Kepailitan vang baru, yaitu UUK No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) telah diberikan definisi yang
legas terhadap pengertian utang, yain:
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“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah vang baik dalam mata uang
Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari
atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor
dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari haria
kekayaan debitor™,

Pengertian wtang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998, vailu

undang-undang sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004. Namun, dalam UU Ne, 4 Tahun 1998
hanya meneyebutkan bahwa : "Ulang vang tidak dibayar debitor sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganva”. Oleh karena undang-undang tersebut tidak
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang sclisih mengenai apa saja
vang dimaksud dengan utang”,
Ketiadaan pengertian atau definisi vang diberikan oleh UU No. 4 Tahun 1998 mengenai apa
yang dimaksudkan dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sehagai berikut:
1. Menimbulkan ketidakpastian hukum
2, Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh
Undang-undang tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-prakiik
korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara,
Dengan dicantumkannya pengertian utang dalam UU No. 37 Tabun 2004 it diharapkan tidak
lagi akan terjadi perbedaan pendapat mengenai muang lingkup pengertian utang i,

Surat Ketetapan Pajak

Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan penetapan jumlah pajak yang
terutang, seperil divraikan terdahulu sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia dan telah
diundangkan adalah Self’ Assesmemt Systerm, artinya suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitengkan dan
membayar sendiri pajak yang terwtang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Dengan demikian penentuan besamya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak
sendiri. Sedangkan tugas aparatur perpajakan adalah melaksanakan pengendalian  tugas,
pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penclapian sanksi.

Sekalipun pejabat pajak hanya memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak untuk
memenuhi kewajiban dan menjalankan haknva, kalau terjadi pelanggaran dalam pemenuhan
kewajiban dan hak, pejabat pajak berwenang mengenskan sanksi hukum berdasarkan tingkat
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan
jumlah pajak yang temitang scbagai beban vang dipikul oleh wajik pajak, melainkan hanya
mengarahkan cara bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak agar tidak
terjadi pelanggaran hukum. Demikian halnya Y. $ri Pudyatmoko mengatakan bahwa Svstem Self
Assesment ini umumnya diterapkan pada jenis pajak vang memandang wajib pajaknya cukup

manpe untuk diserali tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan vtang pajaknya sendin.
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Sistem pemungutan pajak vang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak
scbagaimana vang telah melalui reformasi sistem perpajakan dan telah diundangkan tersebut

terakhir adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mulai berlaku 1 Januari
2008;

2, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 divbah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku sejak | Januari 2009
3 Undang-Undang MNomor 18 tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun

2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPN dan PPnBM).

Dalam rangka pencrimaan negara melalui pajak tentu saja Self Assesmeni Sysiem harus
diawasi agar Wajib Pajak menghitung dan‘atau melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu ada instrument berupa berkas
yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembavaran pajak, obyek pajak dan‘atau bukan obvek pajak dan/atan harta dan
kewajiban, menurt ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sctiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan
menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak
terdafiar ataw dikukuhkan. Sebagai salah satn bentuk diterapkannya self assessment system, dimana
wajib pajak tidak lag dilayam dan bersifat pasif, melainkan sudah harus bersikap aktif, yang dalam
hal ini bahkan mengambil sendir blanko SPT tersebut di tempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT
yang telah diambil oleh wajib pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar.

Lengkap, disini memiliki amian semua data dan kelerangan vang diminta dipenuhi sesoan
dengan permintaan didalam kolom yang disediakan, sckaligus disertai atan dilampini data dan
keterangan yang diperlukan. Untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan, hams menyertakan
laporan kevangan berupa neraca dan laba rugi.

Jelas memiliki makna bahwa informasi vang dinmatkan di dalam SPT tersebut ditulis secara
jelas dan mudah dipahami. Adapun bencer  memiliki arti sesuai dengan apa yang senyatanya dan
sesuai dengan yang seharusnya,

Selelah SPT diisi, wapjb pajak. wajib menandataneani SPT dersebul untuk kemudian
menvampaikannya kembali ke Kantor Dircktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau
dikukuhkan. SPT vang sudah dnsi dapat dikembalikan secara langsung oleh wapb pajak atan
disampaikan kembali melalui pos. Kebenaran isi SPT sangat penting karena merupakan dasar
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penetapan pajak terutang wajib pajak vang bersangkutan. Oleh karena itu kesalahan dalam pengisian
SPT yang menimbulkan kerugian negara di dalam Undang-Undang dianggap sebagai tindakan pidana.
Untuk kepentingan tax complionee  terschut  pemerintah  melakukan  evaluasi  Surat
Pemberitahuan (SPT), setidaknya dalam hal :
12 Terdapat data dari pihak luar tentang ketidakbenaran SPT;
2. Sistem score pengisian SPT mengindikasikan SPT tidak benar
3. Berdasarkan bank data pemerintah (dalam hal ini Digen Pajak) menimbulkan pertanyaan
bahwa SPT tidak benar;
4, SPT menetapkan lebih bayar.
Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan penetapan jumlah pajak yang
terutang tesebut maka owtput nya adalah surat ketetapan pajak vang terdin dan ;
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2 Suratketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
4, Surat Ketetapan Pajak Nihil:
5 Surat Tagihan Pajak,

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara
menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan
melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini
dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Low-Enforcement di bidang
perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak
#da jalan lain yang dapat dilakukan.

1v. PEMBAHASAN
Kasus Posisi

Bahwa Termohon Kasasi Suwartono, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Tiga No. 8
Lingkungan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana dimaksud adalah
pemilik yang sah atas | (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut, yaitu berupa 1 (satu)
umit Mobil Dathatsu F70 TAFT, Nomor BPKB @ 9143328, Nomor Polisi  : W 663 T: Nomor
Rangka : 972919. Nomor Mesin 935947, Bahwa kendaraan tersebut adalah merupakan hasil
pembelian penggugat dari Ir Widyo Prasetyo pada tanggal 27 Februani 2002 seharga Rp 45.000.000.-
(empat puluh lima juta rupiah).
. Berawal dari informasi bahwa sejak Penggugeat membeli kendaraan ersebut dan pemilik asal

Ir Widyo Peasetyo sampai dengan tanggal 4 Februan 2003 secara aman dan tanpa gangguan
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serta secara fisik penggugat yang menguasai dan memiliki kendaraan tersebut. Kemudian
tanpa  scbab  yang jelas Tergugat melalui surst  perintahnva  Nomor  Sita
OB6WPILIT/KP.0408/2002  tanggal 4  MNovember 2002  telah  melakukan
perampasan/pengambilan secara paksa terhadap kendaraan tersebut dengan alasan bahwe
kendaraan tersebut adalah milik Ir Widyo Prasetvo, padahal kendaraan tersebut adalah milik
Penggugat yang nota bene tidak ada sanghkut pavtnya dengan masalah pajak;

Balwa perbuatan tergugat terscbut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang
menimbulkan kerugian kepada penggugat baik secara moril maupun materiil yang apabila
diperhitungkan adalah sebagai berikut :

a.  Kemugian Moril

Dengan dirampas/diambil secara paksa kendaraan terschut menimbulkan rasa malu bagi
Penggugat kepada masyarakat yang seolah-olah Penggugat telah menggelapkan kendaraan
orang lain, yang apabila divangkan sehesar +/- Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rapiah)

b, Kerugian Materil

Kchilangan satu buah mobil scharga Rp 45.000.000,- ditambah dengan kerugian lain vaitu
semakin membengkaknya transport Penggugat karena juhnya tempat bekerja dari tempat
tinggal Penggugat dan keuntungan lainnya vang mesti didapat untuk setiap bulannya ditaksir
sebesar Rp 2.000.000- (dua juta rupiah) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2003 dan
seterunya hingga putusan perkara ini dilaksanakan jadi 13 X Rp 2.000.000:- = Rp 26.000.000
(dua puluh cnam juta rupiah), semua kerugian ini harus dibayar oleh wergugar;

Bahwa uniuk menjamin gugatan Penggugat maka adalah wajar apabila terhadap kendaraan
milik Penggugat vang telah dirﬂmius oleh tergugat yaite : berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu
F70 TAFT; Nomor BPKBE : 9143328; Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka
972919, Nomor Mesin : 935947, agar diletakkan sita Revindincatoir oleh Pengadilan Negeri
Mataram;

Bahwa pula mohon agar Tergugat dibukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) schari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan,
terhitung sejak putusan divcapkan sampai dengan dilaksanakan.

Mengingal gugatan Pengugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti vang
sah, maka Penggugat mohon putusan Uit Voerbar Bij Voorad:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mobon kepada Pengadilan Negeri
Mataram agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1 {zatu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT:;

MNomor BPFKB * DI43328:
Momor Polis WEsIT:
WNomor Rangka : 972919,
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MNomor Mesin 935947,
Adalah milik Penggugat:

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sural perintah melakukan penyitaan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mataram Nomor Sita 086/'WPL17/KP.040872002 tanggal 4
November 2002;

B Menyatakan perbuatan Tergugal yang merampas/mengambil secara paksa kendaraan milik
Penggugat tersebut melawan hukwm.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana posita
angka 9 tersebut diatas sebesar Rp 1.071.000.000 (satu milyar tujuh puluh satu juta mpiah):

10, Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan
kembali kendaraan tersebut kepada Penggugar dalam keadaan baik.

11. Menghukum Tergugal untuk membayar uang paksa kepada Pengpugat sebesar Bp 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dileksanakan;

12 Menyaiakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan
verset, banding atau kasasi;

13. Menghukum Tergugatl untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

4. Dan/atan mohon putusan seadil-adilnya. :

Dakwaan
Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

dengan Sural Paksa, berbuni sebagai berikut : “Sanggahan pihak ke tiga terhadap kepemilikan

barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan”. Bahwa terhadap obyek sita yang
berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT; Nomor BPKB  : 9143328; Nomor Polisi @ W 663
T; Nomor Rangka : 972919; Nomor Mesin 935947 telah dilakukan pelaksanaan lelang sebanyak
dua kali

il

Lelang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2003 yang terlebih dahulu diumumkan
melalui surat kabar Lombok Post tanggal 21 Maret 2003, mobil tersebut tidak terjual karena
tidak mencapai harga limit;

Lelang kedua dilaksanakan pada tanggal 2 September 2003 yang terlebih dahulu diumumkan
melalui surat kabar NTB Post tanggal 28 Agustus 2003, Mobil tersebut terjual dengan risalah
lelang KPZLN Mataram Nomor 26272003 tanggal 2 September 2003, dimana pejabat
lelang telah menunjuk seseorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang
sedang  berlangsung, maka gugatan yang telah dijual dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga
telah diberikan kesempatan wang cukup untuk mengajukan gugatan secbelum lelang
dilaksanakan;
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C. Gugatan penggugat yang dimasukkan tanggal 10 maret 2004 di Pengadilan Negeri Mataram
telah lewal waktu atau daluarsa, dari waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 19
tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa vaitu tanggal 2 September 2003,
sehingga sangat beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim 2EAT MEneTima
cksepsi lewat waktu dan daluarsa. Dengan menyatakan bawa Pengadilan Negeri Mataram
menolak gugatan Penggugat karena gugatan telah lewat wakiu atau daluarsa,

d. Digjukannya permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 April 2010
schagaimana temyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/Pdt.G.2004/PN.MTR
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram.

B Termohon peninjauan kembali yang pada tanggal 30 April 2010 telah diberi tahu tentang
memon peninjauan kembali dari Pemobon Peninjauan Kembali dengan tidak mengajukan
kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2010

£ Permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-lasannya telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang wakiu dan dengan cara yang
ditentukan dalam Undang-Undang, maka olek karena ite permobona peninjauan kembali
tersebut formal dapat diterima;

Alat Bukti

Berdazarkan bukti yang berupa kuitansi jual beli mobil berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu
F70 TAFT, Nomor BPKB : 9143328; Nomor Polisi : W 663 T: Nomor Rangka : 9729]1%;
Nomor Mesin 935947 dimana tertera dalam kuitansi tersebut sebagai pembeli adalah Suwartono dan
sehagi pthak penjual adalah Widyo Prasetyo dengan harga mobil Rp 45.000.000 {cmpat puluh lima
juta rupiah), tertanggal Surabaya 27 Februari 2002,

Apabila P1 dihubungkan dengan P2 yaitu bukti surat berupa BPKB dimana dalam BPKB
tersebut menyatakan bahwa benar pemilik mobil adalah Ir Widyo Prasetyo dijual kepada Suwartono
pada tanggal 27 Februari 2002. Kebenaran bukti surat P1 dan P3 didukung pula oleh adanya fakia
bahwa BPKB mobl Daihatsu Taft GT tersebut berada ditangan Penggugat. Hal ini terbukti bahwa
penggugat telah mengajukan BPKP tersebut dipersidangan sebagai bukti bahwa ia telah membeli
mobil Dahatse tersebut dan tangan Ir Widyo Prasetyo.

Putusan
a. Puusan Pengadilan Negeri
Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 15/Pdi .G/2004PN.MTR. tanggal &
Scptember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1) Menyatakan Penggugat Suwartono secara sah dan meyakinkan menurat hukum bahwa satu
unit kendaraan dengan identitas] (setu) unit Mobil Daihatsu F70 TAFT: Nomor BPKB
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2)

b.

9143328, Nomor Polisi : W 663 T; Nomor Rangka 972919, Nomor Mesin 935947,

secara sah kendaraan terschut adalah merupakan hasil pembelian penggugat dari Ir Widyo

Prasetyo pada tanggal 27 Februari 2002 scharga Rp 45.000.000,- (ecmpat puluh lima juta

rupiah).

Menyatakan menurut hukum bahwa sita yang telah dilaksanakan oleh Tergugat pada hari

Rabu tanggal 4 Februari 2003 dengan Berita Acara Pelaksanaan  Sita Nomor: BAS-

OSNVPII7/KP. 04.0 82003 terhadap kendaraan tersebut diatas dan lelang yang dilakukan

Tergugat pada hari Selasa tanggal 2 September 2003 dengan salinan risalah lelang nomor

262/2003 juga terhadap mobil diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum

a)  Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menyita dan melelang
milik Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum;

b} Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian:

¢} Menghukum tergugal atan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk
menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik atau
menghukum Tergugat untuk membayar dengan uang scharga mobil tersebut yaitu Rp
45.000.000 (empat puluh lima juta rupish) kepada Pengpugat;

dy  Menghukum Tergugal untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp
2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 5 Februar 2003
sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

c)  Menghukom fergugat untuk membayar uang paksa kepada Pengpugal sebesar Rp
100000 (seratus ribu rupiah) setiap han apabila Tergugat lalai melaksanakan isi
putusan ini terhitung sejak Tergugat dianmaning sampai dengan melaksanakan putusan
ini;

) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara vang hinggi kini ditaksir sebesar
Rp 850,000 (delapan ratus lima pulub ribu rupiah);

g} Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Putusan Pengadilan Tinggi
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah mengambil putusan, vaitg putusan No.

10/Pdt/2005 /PT MTR, tanggal 15 Tuni 2005 yvang amar lengkapnya sebagai berikut :

1)
2)

3

Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataran Nomor 15/PDT.G/2004/PN.MTR tanggal 6
September 2004;

Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150,000 - (seratus lima
puluh ribu rupiah);
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c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil putusan, yaitu

putusan No. 2338 K/Pdu/2003, tanggal 26 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu Menteri Keuangan Republik
Indonesia cq Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala
Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Pajak Bali, NTB, NTT eq Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Mataram;

2) Membebankan Pemohon KasasiTergugat terscbut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. S00.000,- (lima ratus ribu repiah);

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Membaca putusan Malkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil putusan, vaitu

putusan No. 617.PK/Pdu2010, tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut

1) Menolak permohonan peninjausn kembali dari Pemohon Peninjavan Kembali  Menteri
Keuangan Republik Indonesia ¢q Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik
Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah XVII Direkiorat Jenderal Pajak Bali, NTB, NTT ¢q
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mataram;

g Menghukum Pemohon Peninjanan Kembali uniuk membayar biaya perkara  dalam
pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hasil Analisis Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Ketetapan Pajak

Berdasarkan alat-alat bukti yang tersaji dalam persidangan banyak menghadirkan dokumen-
dokumen berupa kuitansi jual beli mobil berupa 1 (satu) unit Mohil Daihatsu F70 TAFT; Nomaor
BPKB : 9143328; Nomor Polisi : W 663 I% Nomor Rangka  : 972919; Nomor Mesin 935047
dimana tertera dalam kuitansi tersebut sebagai pembeli adalah Suwartone dan sebagi pihak penjual
adalah Widyo Prasetyo dengan harga mobil Rp 45.000.000 (empat pulub lima Jjuta rupiah), tertanggal
Surabaya 27 Februar 2002,

Apabila dikaitkan bukti surat berupa BPKB dimana dalam BPKB tersebul menyatakan
bahwa benar pemilik mobil adalah Ir Widyo Prasetyo dijual kepada Suwartono pada tanggal 27
Februari 2002, Kebenaran bukti suras didukung pula oleh adanya fakita bahwa BPEB mobil Maihatsy
Talt GT tersehut berada ditangan Penggugar. Hal ini terbukti bahwa penggugat telah mengajukan
BFKP tersebut dipersidangan sebagai bukti bahwa ia telah membeli mobil Dahatsu tersebut dari
tangan Ir Widyo Prasetyo,

Sanggahan Wajib Pajak terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelal
lelang dilaksanakan sebanyak dua kali, serta Permohonan peninjavan kembali, diikuti beserta alasan-
lasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu
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dan dengan cara vang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan
peninjanan kembali tersebut formal dapat diterima;

berikut
1.

[

Maka dapat kami simpulkan apalisis dan dasar putusannnya dapat di intisarikan sebagai

Upava hukum vang dilakukan Wajib Pajak atas ketetapan pajak dalam peradilan
pajak, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Berdasarkan ketentuan
pazal 33 Aval (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

“Pengadilan  Pajak merupakan Pengadilan Tingkat pertama  dan  terakhir  dalam
memeriksa dan  memuotus  senghketa pajak.” Kemudian, dalam Pasal 77 Ayat (1) UU
Mo.14 Tahun 2002 ditegaskan bahwa: “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir
dan mempunyai kekuatan hukum tetap.™

Diatur pula kewenangan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UU

Mo.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaim :

a. Dalam hal banding, Pengadilan Pajak hanyva berwenang memeriksa dan memuius
sengketa atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Digen  Pajak,  kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang- endangan  yang berlabu.  Selain it
Pengadilan Pajak dapal pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas
keputusan dan/atau ketelapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang
peraturan perundang-undangan vang terkait mengatur demikian, sebagaimana dijelaskan
dalam Penjclasan Pasal 31 Ayat (2) UL No.14 Tahun 2002;

b. Dalam hal pugatan, Pengadilan Pajak berwvenang memeriksa dan memutus
sengketa atas pelaksanaan penaghan pajak, atau keputusan pembetulan,  atan
keputusan lainnya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU No.6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan scbagaimana telah diubah
dengan ULl No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UL No.6 Tahun
1983 Tentang Ketentwan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdosarkan  ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 UU No.l4 Tehun 2002 distas dapat

disimpulkan bahwa, kewenangan Pengadilan Pajak meliputi kewenangan dalam

penyelesatan sengketa pajak (yaitu berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa
pajak dalam hal banding dan gugatan). Juga kedudukan Pengadilan Pajak diatas dan sifa
putusannya, Penjelasan Umum UL No.14 Tahun 2002 menguraikan alasan schagai berikut:

Penyelesaian senpeketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses

yang cepat, murah, dan sederhana.

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai institusi pengadilan dalam sengketa pajak telah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan  ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 77 Ayat (1) Jo. Penjelasan

Umum Alinea ke-2 UL No.l4 Tahun 2002 tersebut dapat disimpulkan bahwa, setelah
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sengketa pajak diputus oleh Pengadilan Pajak baik dalam hal gugatan sengketa pajak
tersebut  maupun  banding maka putusan  atas sengketa pajak tersebut langsung
berkekuatan hukum tetap, karena penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak
merupakan  penyelesaian  sengketa pajak  tingkat pertama dan terakhir melaui suatu
wadah pengadilan dalam lingkungan di bawah Mahkamah Apung.

Meskipun masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum lar biasa,
disamping akan mengurangi jemjang pemeriksaan  ulang  vertikal, juga penilaian
terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspck pencrapan hukum dan  aspek
fakta-fakta yang mendasari tefjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sckaligus
oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Pajak atas suatu sengketa pajak bersifat final. Dengan demikian, pada dasamya putusan
Pengadilan  Pajak  tersebut  Jangsung  dapat  dilaksanakan tanpa memerlukan lagi
keputusan dari pejabat vang berwenang, kecuali putusan dimaksud
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini Kepala
Kantor  Pelayanan Pajak masih  hams  menerbitkan  Surat  Perintah Membayar
Kelebihan Pajak, agar Wajib Pajak dapat meemperoleh kelebihan dimaksud, sebagaimana
yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 86 UU No.l4 Tahun 2002, Hal ini
mengakibatkan terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut, feruiup  upaya  hukum
biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak vang brsengketa, scperti banding dan
kasasi. Jika pibak-pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan
Pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap terscbut, mereka dapat mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali  atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung schagai
upaya hukum luar biasa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (3) UU No.14 Tahun
2002, Terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang tidak dapat disjukan upava hukum
selain Peninjavan Kembali, juga ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No.14 Tahun
2002 yang menychutkan “Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dapat lag diajukan gugatan, banding, atau kasasi” Ketentuan diatas menunjukkan
bahwa, dalam penyclesaian sengketa pajak tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah
Agung karena banding dan kasasi atas putusan Pengadilan Pajak tidak diperkenankan oleh
Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sebelum putusan Pengadilan Pajak berkekuatan
hukum tetap tidak terdapat pemeriksaan ulang atas fakia-fakia yang mendasari tegadinya
sengketa pajak (banding) dan tidak terdapat pemeriksaan atas penerapan hukum yang
mendasan  dikeluarkannya putusan  Pengadilan  Pajok  terscbut (kasasi). Oleh karena
it pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk
sckaligus memeriksa aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta vang mendasari
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terjadinya sengketa pajak. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi jenjang pemeriksaan
ulang vertikal atas penyelesaian sengketa pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan
Umum UL Mo 14 Tahun 2002,

V. KESIMPULAN
Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah schagai

berikut:

L Sengketa Pajak berdasarkan ketentuan Pasal | angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa vang timbul dalam bidang perpajakan
antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat vang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan vapg berlaku.

2, Upava hukum vang bisa diajukan apabila terjadi ketidakpuasan pihak-pihak vang
bersengketa adalah melakukan upaya Peninjavan Kembali ke Mahkamah Agung. Dalam
penanganan Peninjauan Kembali sengketa pajak di Mahkamah Agung dilakukan dalam
jangka waktu & { enam )} bulan sejak permobonan Peninjauan Kembali diterima oleh
Mahkamah Agung dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan
acara biasa. Sedangkan dalam jangka waktu 1 (saw) bulan sejak permohonan Peninjauan
Kembali diterima oleh Mahkamah Agung, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan
melalui pemeriksaan acara cepat.  Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan
vang tertingei dalam kekuasaan kehakiman mencakup dan menjangkau pula kedudukan
Pengadilan Pajak. Upaya Feninjauan Kembali terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak.

Saran

1. Sengketa pajak perlu disclesaikan secara adil dengan prosedur dan proses vang cepai,
murah, sederhana, zerta memberi kepastian hukum. Dalam hal imi, peradilan administrasi
dibutuhkan dalam hukem pajak. Selain o perle dilakukan sosialisasi  yang berkaitan
dengan keberadaan Pengadilan Pajak.

2. Hendaknya Mahkamah Agung mengadakan pelatihan di bidang perpajakan kepada hakim-
hakim khususnva vang menangani perpajakan. Schingga dapat menyelesaikan sengketa pajak
sesual dengan peraturan yang berlaku.

a. Jika menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek bagi Wajib
Pajak jika mengajukan peninjanan kembali;
b. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban dan kewenangan Wajih Pajak
schubungan dengan sanksi perpajakannya;
¢. Jika terdapat hak-hak, kewajiban dan kewenangan terhadap status Wajib Pajak  setelah
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penetetapan atau putusan oleh Mahkamah Agung.
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